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ABSTRAK 

 

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang 

bertanggungjawab pada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di 

lingkungan internal organisasi Polri. Peranan Propam dilingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sangat penting, karena Propam memiliki tugas dan 

fungsi sebagai penegak disiplin anggota Polri dan Penegakan Kode Etik Profesi 

Polri. Anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana berarti telah melakukan 

pelanggaran disiplin dan juga kode etik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 

huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003. Anggota 

Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, melakukan 

Tindak Pidana, meninggalkan tugas, dan anggota Kepolisian yang telah dijatuhi 

hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali akan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik 

Polri. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengkaji hal ini 

dengan membahas lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan peranan propam 

dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak 

pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dan apa saja kendala Propam dalam 

melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum terhadap anggota 

Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.   

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dapat disebut pula 

dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Pasir Pengaraian 

khususnya di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu, yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini yaitu Kasi Propam Polres Rokan Hulu, Akreditor Si Propam Polres 

Rokan Hulu, Pelanggar. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Pelaksanaan perananan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota 

Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu 

dalam tindakan Pemeriksaan Pendahuluan sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, kendala 

Propam dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum terhadap 

anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres 

Rokan Hulu yaitu sulitnya memperoleh keterangan dari saksi apabila saksi 

tersebut dari masyarakat, dikarenakan tidak adanya sanksi bagi saksi apabila tidak 

memenuhi panggilan Akreditor untuk dimintai keterangannya dan adanya hierarki 

kepangkatan dalam Kepolisian. 

 
 

Kata Kunci : Propam, Anggota Kepolisian, Tindak Pidana 
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ABSTRACT 

 

Propam is one of the institutions for the National Police organization in 

the form of a Division that is responsible for professional development and 

security issues within the internal environment of the National Police 

organization. The role of Propam within the Indonesian National Police is very 

important, because Propam has the task and function of enforcing the discipline of 

members of the Police and Enforcement of the Police Professional Code of Ethics. 

Members of the National Police who have committed a criminal act have violated 

the discipline and code of ethics as stated in Article 5 letter (a) Government 

Regulation of the Republic of Indonesia No. 2 of 2003. Police officers who 

violate the Police Professional Code of Ethics, commit criminal acts, leave their 

duties, and members of the Police who have been sentenced to disciplinary action 

for more than 3 (three) times will be subject to a Police Code of Ethics 

Commission Session. 

Based on these problems, the researchers will examine this by discussing 

further about how the implementation of the role of Propam in law enforcement 

against members of the police who commit crimes in the jurisdiction of the Rokan 

Hulu Police and what are the obstacles of Propam in carrying out its role to 

enforce the law against members of the Police who commit a crime in the 

jurisdiction of the Rokan Hulu Police. 

This research is empirical legal research or can also be called sociological 

legal research. This research was conducted in Pasir Pengaraian, especially at the 

Police Office of the Rokan Hulu Resort, which was used as a sample in this study, 

namely the Head of Propam and Propam of the Rokan Hulu Police, the Accreditor 

of the Propam of the Rokan Hulu Police, the Offender. This research was 

conducted by means of observation, interviews, and documentation. 

The implementation of the role of Propam in law enforcement against 

members of the Police who commit criminal acts in the jurisdiction of the Rokan 

Hulu Police in the Preliminary Examination has been going well and in 

accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Head of the 

State Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the 

Professional Code of Ethics of the State Police Republic of Indonesia and 

Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia 

Number 19 of 2012 concerning Organizational Structure and Work Procedure of 

the Code of Ethics for the Indonesian National Police. Then, Propam's obstacles 

in carrying out its role in enforcing the law against members of the Police who 

commit criminal acts in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police are the 

difficulty of obtaining information from witnesses if the witness is from the 

community, because there are no sanctions for witnesses if they do not fulfill the 

call from the Accreditor for questioning and There is a hierarchy of ranks within 

the Police. 
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